
 

 

 

 

 

BUPATI CIAMIS 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI CIAMIS 

      NOMOR  36  TAHUN 2021 

  

TENTANG 

 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI   CIAMIS, 

 

Menimbang : a.  bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis 

Tahun 2021 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

Ciamis Nomor 49 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2021;  

  b.  bahwa sehubungan adanya perubahan asumsi kerangka 

ekonomi makro dan kerangka pendanaan serta saldo 

anggaran sisa lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus 

digunakan, sehingga Peraturan Bupati sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu ditinjau dan disesuaikan 

kembali; 

  c.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 355 ayat (1) Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah, menyatakan bahwa Perubahan RKPD 

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. 

  d. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf b 

dengan memperhatikan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf c, perlu menetapkan Perubahan 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 

2021, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ciamis. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkup 

Provinsi Jawa Barat; 

 

 

SALINAN 
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara; 
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara;  
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional; 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah; 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; 

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang; 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 

11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 

kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

12. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 

Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam 

Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan 

Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan 

Menjadi Undang-Undang; 

13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang 

Penyelenggaraan Penataan Ruang sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 

tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah; 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang 

Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran 

Pembangunan Nasional; 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal; 
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah; 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah; 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang 

Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional  

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan 

Program Pemulihan Ekonomi Nasional; 

21. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2012 tentang Rencana 

Tata Ruang Pulau Jawa-Bali; 

22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 

Berkelanjutan; 

23. Peraturan Presiden Republik Indoneisa Nomor 18 Tahun 

2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Nasional Tahun 2020-2024; 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, serta Tatacara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 

Pemerintah Daerah; 

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 

tentang Reviu atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah; 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 

tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan 

dan Anggaran Daerah Tahunan; 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas  Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah; 

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 

tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 

tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah; 

30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 

tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan 

Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah 

diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 

050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi 

Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 
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31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 

2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah; 

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2022 Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2021 Nomor 496; 

34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 

2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025; 

35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2009-2029; 

36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 

1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat 

Tahun 2018-2023; 

37. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2009 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025, sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 12 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2005-2025; 

38. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Ciamis 

Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2031; 

39. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan 

Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang 

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 

40. Peraturan Daerah  Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2017 

tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah; 
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41. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024; 

42. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2021; 

43. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 22 Tahun 2010 tentang 

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 
Pemerintah Kabupaten Ciamis; 

44. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 25 Tahun 2021 tentang 

Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah 

45. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 49 Tahun 2020 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 

2021. 

46. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 77 Tahun 2020 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2021 sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 20 Tahun 

2021 tentang Perubahan Kelima Atas Penjabaran Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 

Anggaran 2021. 

 

MEMUTUSKAN  : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA 

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021. 

 

 BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Ciamis; 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah; 

3. Bupati adalah Bupati Ciamis; 

4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang 

selanjutnya disebut dengan RPJMD, adalah dokumen 

perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun; 

5. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang 

selanjutnya disebut dengan Rencana Kerja Pembangunan 

(RKP), adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) 

tahun; 
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6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah adalah Rencana 

Kerja  Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut 

dengan RKPD, merupakan dokumen perencanaan 

pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu 

2020; 

7. Perubahan Rencana Kerja  Pemerintah  Daerah, yang 

selanjutnya disebut dengan Perubahan RKPD, merupakan 

dokumen perubahan perencanaan pembangunan daerah 

untuk tahun 2020; 

8. Rencana Pembangunan Tahunan Perangkat Daerah, yang 

selanjutnya disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah 

(Renja-PD), adalah dokumen perencanaan Perangkat 

Daerah untuk periode 1 (satu) tahun; 

9. Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut dengan PD, 

adalah unit kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai 

tugas untuk mengelola anggaran dan barang daerah; 

10. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang 

selanjutnya disebut dengan Bappeda adalah unsur 

perencana penyelenggaraan pemerintahan yang 

melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, 

pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana 

pembangunan daerah. 

 

BAB II 

KEDUDUKAN, MAKSUD DAN TUJUAN 

Pasal 2 

  

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten 

Ciamis Tahun 2021 merupakan dokumen penyempurnaan 

perencanaan pembangunan Kabupaten Ciamis untuk Tahun 

Anggaran 2021. 

 

Pasal 3 

 

(1) Maksud penetapan Perubahan RKPD yaitu untuk 

menetapkan dokumen perencanaan sebagai pedoman bagi : 

a. perangkat daerah dalam menyusun Perubahan 

Rencana Kerja Tahun 2021. 

b. pemerintah daerah dalam menyusun Kebijakan Umum 

Perubahan Anggaran (KUPA), Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan 

Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

2021. 

(2) Tujuan penetapan Perubahan RKPD adalah untuk: 

a. mewujudkan pencapaian visi dan misi Daerah 

Kabupaten; 

b. mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas 

pembangunan baik antardaerah, antarruang, 

antarwaktu, antarfungsi pemerintahan maupun antar 

tingkat pemerintahan; 
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c. mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara 

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 

pengendalian, dan pengawasan; 

d. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan dunia 

usaha; dan 

e. mencapai pemanfaatan sumber daya secara efisien, 

berkeadilan, dan berkelanjutan. 

 

 

BAB III 

ISI DAN URAIAN PERUBAHAN RKPD 

Pasal 4 

 

(1) Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 

Kabupaten Ciamis Tahun 2021 sebagaimana dimaksud 

pada Pasal 2 memuat: 

a. BAB I Pendahuluan; 

b. BAB II Evaluasi Hasil Triwulan II Tahun 2021; 

c. BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah; 

d. BAB IV Sasaran dan Priorias Pembangunan Daerah; 

e. BAB V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah; dan 

f. BAB VI Penutup. 

(2) Isi dan uraian dokumen Perubahan RKPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 

ini. 

 

Pasal 5 

 

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang 

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

 

Pasal 6 

 

(1) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUPA 

dan PPAS yang tidak terdapat dalam Perubahan RKPD, 

perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dan 

Ketua DPRD. 

(2) Penambahan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan 

darurat, keadaan luar biasa, dan/atau perintah dari 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah 

RKPD ditetapkan.  
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BAB IV 

PENGENDALIAN DAN EVALUASI 

Pasal 7 

 

Kepala Badan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap 

pelaksanaan Perubahan RKPD, sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

 

BAB V 

PENUTUP 

Pasal 8 

 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Ciamis.  

 

 

 

Ditettapkan di Ciamis 

pada tanggal 22 Juli 2021 

BUPATI CIAMIS, 

 

Cap/Ttd 

 

H. HERDIAT SUNARYA 

 

 

Diundangkan di Ciamis 

pada tanggal 22 Juli 2021 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CAIMIS, 

 

Cap/Ttd 

 

H. TATANG 

BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2021 NOMOR 36 

 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

Cap/Ttd 

 

DENI WAHYU HIDAYAT, SH. 

NIP. 19781209 200901 1 001 


